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GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

a. bahwa untuk mendukung kelancaran
penyelenggaraan pemilihan anggota Majelis
Rakyat Papua di Provinsi Papua Tengah perlu
membentuk Panitia Pengawas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pengawas
Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 29O7);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20O1 tentang Otonomi
' Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tarl:bahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kr;rbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tar:abahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukal Provinsi Papua Tengah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 20O4 tentang
Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4461);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

1 I . Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 202 1 tentang
Kelembagaan Pelalsanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Provinsi Papua (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6730);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1O7 Tahun 2021 tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Provinsi PapuaPenerimaan, Pengelolaan, Pengawasan
dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam
Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21
Nomor 239, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

l3.Peraturan Menteri....... / 3
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor L2O Tahun 2OLa tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781).

15. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 9
Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Jumlah
Keanggotaan Majelis Ralryat Papua Provinsi Papua
Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
2023 Nomor 9);

Surat Pengantar Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dal Politik Provinsi Papua Tengah Nomor :

2OO I 37 I KESBANGPOL/ m / 2O23 , Tanggal 29 Maret 2023;

MEMUTUSKAN

Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Anggota Majelis
Rakyat Papua Tengah dengan Susunan Keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam L,ampiran Keputusan ini.

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU terdiri atas:

1. Panitia Pengawas Tingkat Provinsi;
2. Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten.

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b. menerima laporan pelanggaran pelaksanaan

pemilihan;
c. menyelesaikan sengketa yang bersifat administrasi

dalam pelaksanaan pemilihan; dan
d. meneruskan temuan yang berindikasi tindak pidana

kepada pihak yang berwenang. merencanakan
penyelenggaraan pemilihan anggota MRP.

Panitia Pengawas sebagaimala dimaksud dalam Dil<tum
KESATU melaksanakan tugas sampai dengan satu bulan
setelah dilantiknya anggota Majelis Rakyat Papua Tengah.
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Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 29 Maret 2023

q. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

M , SH, M.Si
NIP. 1965 1996 10 1001

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 56 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 MARET 2023

SUSU NAN KEANGGOTAAN PAN ITIA PENGAWAS PEMILIHAN
ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA TENGAH

A. PANITIA PENGAWAS TINGKAT PROVINSI

Yedivia Rum, S.H., M.H.

KET

q. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

zuBKA HALUK

NIP.
SH, M.Si
10 r 001

No NAMA JABATAN/INSTANSI KEDUDUKAN

Kepala Kejaksaan
Negeri Nabire Kajari Nabirei

Wakapolres Nabire
Polda Papua Polres Nabire2 Kompol I Wayari tsba, S.H., M.H.

Akademisi
Nabire3 Dr. Drs. P.l. Suripatty, M.Si.
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